BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

Alamat : JI. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
ite & Email : b lukah camih | kah @ Tiam

Nomor : 1012/PM.00.02/K.KI-05/11/2024 Paser, 02 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan
Kepada Yth.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang- Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024
Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 100.2/I1I-1718/Set-DPRD Pertanggal 28 November 2024

Perihal Kegiatan Reses Angota DPRD Provinsi Kalimantan Timur.



B. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyebutkan;

1. Pasal 69 berbunyi “dalam Kampanye dilarang;

a.

mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur,
calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota,
calon wakil walikota, dan/ atau partai politik;

melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu
domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan
penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat,
dan/ atau partai politik;

mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk
mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan
pemerintah daerah;

menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau
dengan kendaraan di jalan raya; dan/ atau;

melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan

oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.

2. Pasal 71 berbunyi “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur

sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan

lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;

3. Pasal 72 berbunyi “Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan

tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan”;



4. Pasal 187 ayat (3) berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja
melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan
Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf
h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)’;

5. Pasal 188 berbunyi Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil
Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah yang dengan sengaja
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6
(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus
ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

C. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal Kegiatan Reses Anggota DPRD

Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Nama Terlampir, Masa Sidang 1
Periode 2024-2029 sejak tanggal 31 Oktober s.d 7 November 2024 di Daerah
Pemilihan Dapil Kaltim III (Paser dan PPU) untuk tidak melakukan kegiatan
Kampanye dan melakukan perbuatan melawan hukum pada tahapan
Kampanye.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan

kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1.
2.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Arsip



SO

Lampiran

Nomor :1012/PM.00.02/K.KI-05/11/2024
Pertanggal : 02 November 2024
Perihal : Imbauan

Daftar Nama Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang
melakukan kegiatan Reses Masa Sidang 1 Periode 2024-2029
sejak tanggal 31 Oktober s.d 7 November 2024 di Daerah
Pemilihan Dapil Kaltim III (Paser dan PPU)
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